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PENDAHULUAN

Makalah disusun  untuk menyambut PP tentang LK Pemerintahan yang baru. Pertimbangan  PP tersebut antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan LK sehingga PP tersebut perlu diperhatikan oleh Komite Kerja KSAP.
Untuk urusan LK Pemerintahan, PP tersebut mencakupi ikhwal SAP, SistemAkuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal umumnya, serta Pengendalian Internal atas Pelaporan LK (PIPK) khususnya.

ULASAN

LK Pemerintahan mencakupi LKPP, LKBUN, LKKL dan LKPD sehingga SAP buatan KSAP mungkin perlu mengakomodasi berbagai bentuk LK lain selain LKPP, dalam sebuah nomor PSAP khas NKRI.

Kebijakan akuntansi untuk tiap jenis LK Tahunan Auditan & LK Interim tersebut dipilih Kabinet-baru pemenang-pemilu dengan mengupayakan taat-azas  lintas-kabinet agar berdaya-banding lintas-tahun APBN, Kabinet mungkin menugasi Kementerian Keuangan untuk melakukan analisis-dampak kebijakan-akuntansi dan menentukan  kebijakan-akuntansi untuk LK Pemerintah Pusat berdasar opsi-tersedia pada SAP, dan Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri untuk LKPD. Pilihan kebijakan-akuntansi tersebut mungkin berbasis studi-kebijakan negara-negara rujukan-terpilih dan/atau Dengar Pendapat Publik, pendapat BPK dan KSAP. Pada tengah perjalanan tugas Kabinet, bila perlu Kemenkeu dapat/mungkin mengusulkan perubahan kebijakan-akuntansi kepada Kabinet cq Presiden agar LK tetap relevan-zaman, misalnya pada saat inflasi luar-biasa. LK Kepailitan tidak terdapat pada IPSAS sebagai sumber-gagasan KSAP,  DPR dan pemerintah mengendalikan debt-service ratio secara ketat.

Sistem Akuntansi Kepemerintahan sebaiknya dirancang berorientasi kepada sistem-digital, dengan tekanan kuat pada kendali-internal  berbagai risiko-digital seperti (1) sistem rentan KKN dan virus, infiltrasi pencurian-maya  pihak-luar kepemerintahan,  dan lain-lain, (2) sistem ketinggalan-zaman cq tidak sesuai dengan platform-digital akuntansi-kepemerintahan  berlaku-global/nasional, berbagai platform-bersama pemerintah & masyarakat, serta anjungan data-sharing lintas K/L/Pemda & manajemen Big Data, (3) Inspektorat Jenderal K/L, APIP,  BPK & BPKP menjaga  kesehatan sistem Pedoman-Teknis & Pengendalian-Internal atas pelaporan LK (PIPK) berbasis risiko & berbasis digital, serta kompatibilitas sistem keuangan & akuntansi PP, lintas K/L & Pemda berbasis telaah/reviu atau audit LK.

Semua permintaan-keterangan dan rekomendasi-konstruktif pengawas/pemeriksa/auditor (sedapat mungkin berbasis komunikasi-maya nan-baku) disampaikan secara resmi kepada auditee, dan auditee harus memberi tanggapan formal sesuai sistem-tanggapan yang berlaku.
Auditor eksternal LK cq BPK atau lembaga-audit pengganti BPK yang ditunjuk membuat opini-resmi hasil-audit LK, dilaporkan kepada DPR/D. DPR/D dapat memutuskan sanksi bagi pejabat penanggung jawab LK,  berbasis opini-audit BPK.

Seluruh opini atas PP tersebut di atas merupakan pendapat pribadi penulis, bukan KSAP.

Jakarta, 1 Oktober 2026.
Dengan ingatan tulus kepada NKRI.
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